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PERATURAN DESA PED

NOMOR 07 TAHUN 2018

T E N T A N G

PUNGUTAN PENGELOLAAN SAMPAH
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DESA PED

KECAMATAN NUSA PENIDA 
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERBEKEL DESA PED

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA PED

NOMOR  07 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PED,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi desa;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Pengelola Sampah.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	4.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	5.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	
	6.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

	
	
	7.
	Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	8.
	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);








  Dengan Kesepakatan Bersama

                       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PED

dan

PERBEKEL DESA PED

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 
: PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN PENGELOLAAN

SAMPAH.







   BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.  Desa adalah Desa Ped.
2.  Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ped.
3.  Perbekel adalah Perbekel Desa Ped.

4.  Keputusan Perbekel adalah Keputusan Perbekel Desa Ped.
5.  Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang

berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah

 sejenis sampah rumah tangga. 
6.   Subyek Pungutan Sampah adalah Subyek Pungutan setiap orang atau badan/   
      lembaga yang menggunakan dan / atau menikmati pelayanan pengelolaan 

      sampah Desa Ped yang disediakan, dimiliki dan / atau  

      dikelola oleh Pemerintah Desa

BAB  II

NAMA DAN OBYEK  PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama pungutan pengelolaan sampah, dipungut sebagai pembayaran atas  pelayanan pengelolaan sampah  yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah desa. 

Pasal 3

(1) Objek Pungutan Desa adalah pelayanan Pengelolaan sampah Desa Ped yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah desa.

(2) Pengelolaan Sampah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi subyek pungutan ke tempat pengelolaa sampah.







BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pungutan pengelolaan sampah  diukur berdasarkan pemanfaatan Pelayanan pengelolaan sampah  dengan ketentuan pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)  yang      dibedakan menurut jenis yaitu sampah rumah tangga dan sampah usaha.

b

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan tarif pungutan pengelolaan sampah didasarkan atas pelayanan yang diberikan  dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Desa.
BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif pungutan pengelolaan sampah  ditetapkan sebagai berikut :
a. sampah Rumah tangga Rp. 10.000,00,- Per bulan

b. Sampah Usaha
Rp. 20.000,00,- Per bulan 
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan pengelolaan sampah  dilakukan di wilayah Desa Ped. 

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN 

Pasal 8

(1) Pungutan  dipungut dengan menggunakan karcis setiap awal bulan.

(2) Pembayaran pungutan dilakukan pada saat karcis pungutan diberikan kepada subyek pungutan.
(3) Setiap pembayaran pungutan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan pungutan.
BAB VIII

PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 9

(1) Seluruh hasil penerimaan Pungutan Desa disetor ke Kas Desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

(2) Petugas pelaksana pungutan yang selanjutnya disebut petugas pungut ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB  IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Ped.

Pasal 13
Peraturan Desa ini bisa ditinjau kembali Paling Lambat 2 Tahun Sejak Peraturan Desa ini ditetapkan.
	Ditetapkan di Desa Ped

Pada tanggal, 18 Desember 2018

PERBEKEL DESA PED,

I KETUT KARYA


Diundangkan di Desa Ped 
Pada tanggal,18  Desember 2018 

SEKRETARIS DESA PED,
I MADE DARMAWA

LEMBARAN DESA PED TAHUN 2018 NOMOR 07
